
BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan

Kakus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN

DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya

disebut Retribusi adalah pungutan retribusi daerah sebagai

pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan

kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Lumpur Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke

tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol yang berasal dari

kegiatan pribadi atau badan.

3. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebagai tempat pembuangan akhir

tinja yang disediakan/ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk membuang

dan mengolah lumpur tinja.

4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.



5. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

6. Kakus adalah tempat buangan biologis atau kotoran manusia yang

ditampung dalam septictank.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok

retribusi yang terutang.

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa

bunga dan/atau denda.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang

terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta

pengawasan penyetorannya.

12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14. Bupati adalah Bupati Sleman.

15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut

Retribusi atas setiap jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan dan/atau penyedotan

kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan,

dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh fasilitas

pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah.

Pasal 5

Wajib  Retribusi  adalah orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh

penyediaan dan/atau penyedotan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan

wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi



Pasal 6

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk golongan

retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur

berdasarkan objek pelayanan.

Bagian Keempat

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalan penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan

tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan

jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

(1) Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat

penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.



Bagian Keenam

Peninjauan Kembali Retribusi

Pasal 10

(1) Tarif  Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan  kembali  tarif  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat (1) dilakukan  dengan  memperhatikan  indeks  harga  dan

perkembangan perekonomian Daerah.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran,

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang  dipersamakan  sebagaimana dimaksud  pada

ayat  (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang

tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan diatur dengan

Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tempat Pembayaran

Pasal 13

Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang

ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 14

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil

penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24

jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran Retribusi.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilakukan secara lunas.

(3) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk

mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda

pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan

tanda bukti pembayaran yang sah.

(2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan pendapatan.



Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 17

(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan

STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

(3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan

retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo

pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib

Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh

Pejabat.

(6) Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  tata  cara penagihan  dan  penerbitan

surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat

yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.



(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

(1) Bupati  dalam  jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  sejak

tanggal  Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas

keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan

Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan

kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan

harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang

terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) telah  lewat

dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan  yang  diajukan

tersebut  dianggap dikabulkan.

Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,

kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan

bunga sebesar  2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)

bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi



Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan  SKRD  dan

STRD  yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan

hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-

undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi  administrasi berupa  bunga  dan  kenaikan

Retribusi  yang  terutang  dalam  hal sanksi  tersebut  dikenakan  karena

kekhilafan  Wajib  Retribusi  atau  bukan  karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau

pembatalan ketetapan Retribusi.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1),

pengurangan  atau penghapusan  sanksi  administrasi sebagaimana

dimaksud  pada  ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara

tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan

memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak

surat permohonan diterima.

(6) Apabila setelah  lewat  3  (tiga)  bulan  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat (5) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka

permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau

pengurangan sanksi  administrasi  dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada

Bupati.



(2) Bupati  dalam  jangka  waktu paling lama 6 (enam)  bulan,  sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  telah

terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu  keputusan,  permohonan

pengembalian  kelebihan pembayaran  Retribusi  dianggap  dikabulkan

dan  SKRDLB  diterbitkan  dalam  jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  langsung

diperhitungkan  untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada  ayat (1) dikembalikan  kepada  Wajib  Retribusi  paling  lambat  2

(dua)  bulan  sejak  diterbitkan SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah

lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati

memberikan  imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan,

keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keempatbelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan  penagihan  Retribusi  menjadi  kedaluwarsa

setelah  melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak

pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa  penagihan  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat  (1)  tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; dan/atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam  hal diterbitkan  surat  teguran  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan  utang  retribusi  secara  langsung  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)  huruf  b  dapat  diketahui  dari  pengajuan permohonan

angsuran  atau  penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.

Bagian Kelimabelas

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 25

(1) Piutang  Retribusi  yang  tidak  mungkin  ditagih  lagi  karena  hak  untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.



(2) Bupati  menetapkan  keputusan  penghapusan  piutang  Retribusi  yang

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi

yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas

Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 26

(1) Bupati  berwenang  melakukan  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan

pemenuhan kewajiban  Retribusi  dalam rangka melaksanakan  peraturan

perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan  dan/atau meminjamkan  buku  atau catatan,  dan

dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang

terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pemeriksaan  retribusi

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  Pemerintah

Daerah  diberi wewenang  khusus  sebagai  penyidik  untuk  melakukan

penyidikan  tindak  pidana  di bidang retribusi daerah,  sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.



(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA`

Pasal 28

(1) Wajib  Retribusi  yang  tidak melakukan  kewajibannya  membayar

ketentuan  Retribusi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 15 ayat (1)

diancam  dengan  pidana  kurungan  paling lama  3 (tiga)  bulan  atau

pidana  denda  paling  banyak  3 (tiga)  kali  jumlah Retribusi terutang

yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan

negara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang

penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI SLEMAN

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA ( 3 , 21 /2018)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya memenuhi kebutuhan

masyarakat atas lingkungan yang sehat menyediakan pelayanan berupa

penyediaan/penyedotan kakus.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua peraturan daerah

tentang pajak dan retribusi harus disesuaikan dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf j Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis retribusi penyediaan dan/atau

penyedotan kakus yang dipungut oleh Pemerintah Daerah termasuk

dalam kategori jenis retribusi jasa umum.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Penyediaan dan/atau

Penyedotan Kakus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pelayanan atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk:

a. bongkar tutup septictank;



b. perbaikan kemacetan dari kloset sampai septictank, kecuali

bahan dan upah tenaga untuk pengembalian instalasi yang

dibongkar menjadi tanggung jawab pemilik instalasi;

dan/atau

c. menggunakan tanki tinja dengan kapasitas 4000 liter atau

4m3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya

penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak

efektif lagi untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat,

Bupati melakukan peninjauan kembali tarif retribusi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan” adalah alasan mengenai sebab-sebab

permohonan angsuran pambayaran retribusi antara lain

berkaitan dengan objek retribusi dan kemampuan wajib retribusi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan” adalah alasan mengenai sebab-sebab

permohonan penundaan pambayaran retribusi antara lain

berkaitan dengan objek retribusi dan kemampuan wajib retribusi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” adalah

status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan

wajib retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 129



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU

PENYEDOTAN KAKUS

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO. OBJEK PELAYANAN
BESARAN

TARIF/SEDOT/TANGKI

A. PENYEDOTAN KAKUS

1. dari lokasi komersil:

hotel/penginapan/apartemen, pertokoan/

restoran, pasar, perkantoran swasta, asrama

swasta/tempat kos dan sejenisnya

Rp430.000,00

2. dari lokasi rumah tangga Rp230.000,00

3. dari lokasi rumah tangga peserta layanan

lumpur tinja terjadwal

Rp220.000,00

4. dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Rp240.000,00

5. dari lokasi sosial:

rumah ibadah/gedung sekolah/

gedung perguruan tinggi/

panti asuhan/asrama sekolah/

pondok pesantren/kantor  pemerintah

Rp215.000,00

B. PEMBUANGAN LUMPUR TINJA
ke  instalasi  pengolahan  lumpur  tinja  oleh

kendaraaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

BUMN,  BUMD, dan pihak swasta

Rp50.000,00/m3

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO


